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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari  hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan mengenai perlindungan kesejahteraan hewan dan standar 

pelaksanaan kebun binatang di Indonesia telah tersedia. Pengaturan 

terkait perlindungan kesejahteraan hewan tercantum dalam Pasal 302 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66 UU No. 18 Tahun 2009, 

UU No. 5 Tahun 1990, peraturan pemerintah dan peraturan teknis terkait 

telah mencantumkan dengan jelas batasan perlakuan terhadap hewan dan 

hak-hak hewan sebagai evaluasi dalam perlindungan kesejahteraan 

hewan. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum dapat melindungi 

kesejahteraan hewan sepenuhnya, khususnya Gajah Sumatera di kebun 

binatang. Peraturan perundang-undangan yang sebagai mana telah 

diuraikan pada pembahasan hanya memberikan sanksi pidana dan denda 

yang mana tidak memberikan efek langsung bagi peningkatan 

kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang. Penjatuhan sanksi 

pidana dan sanksi administratif masih rendah dan lemah untuk 

melindungi kesejahteraan hewan. Selain itu, ketentuan perlindungan 

hewan liar sebagai peragaan dalam hal masih terbilang lemah, salah 

satunya yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 

Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi. Peraturan 

ini dapat digunakan para pengelola untuk menghadirkan sirkus hewan. 

Pelanggaran kesejahteraan hewan saat pelatihan terhadap Gajah Sumatera 

untuk kebutuhan hiburan yang dilakukan melampaui kemampuan kodrat 

Gajah Sumatera tetap dapat terjadi. 
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2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan 

kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang masih tergolong lemah. 

Kesadaran hukum mengenai perlindungan kesejahteraan hewan saat ini 

belum dapat sepenuhnya mewujudkan perlindungan kesejahteraan hewan. 

Penunggangan Gajah Sumatera tetap berlangsung, pertunjukan yang 

mempertontonkan Gajah Sumatera melakukan hal diluar kodratnya tetap 

ada. Peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan hewan saat 

ini belum berada dalam satu atap, yang mana mengakibakan keadilan 

bagi hewan sulit ditegakan. Masih terdapat kasus-kasus kematian Gajah 

Sumatera di kebun binatang yang tidak ditangani secara hukum. 

Ketentuan perlindungan kesejahteraan hewan yang memberikan efek 

langsung untuk peningkatan kesejahteraan itu sendiri juga belum secara 

tegas diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Kasus kematian 

Gajah Yani yang terjangkit penyakit yang tidak sesuai umurnya, kasus 

kematian Gajah Rambo yang memiliki kekeliruan dalam data kesehatan 

saat dilakukannya transfer , dan masih adanya kegiatan peragaan dan 

penunggangan Gajah Sumatera di berbagai kebun binatang yang ada di 

Indonesia merupakan gambaran belum efektifnya upaya perlindungan 

kesejahteraan hewan. Prinsip Lima Kebebasan telah tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan 

kesejahteraan hewan, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya prinsip 

ini dilaksanakan. 

3. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan 

kesejahteraan hewan perlu dilakukan. Hal ini merupakan bentuk dari 

hubungan dari evaluasi yang telah dilakukan dengan bagaimana 

kesadaran hukum untuk melaksanakan perlindungan kesejahteraan 

hewan. Gajah bukan hewan untuk ditunggangi manusia ataupun hewan 

yang dapat melakukan aktivitas seperti tingkah laku manusia, terlebih lagi 

Gajah Sumatera merupakan satwa liar yang statusnya terancam punah dan 
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dilindungi. Kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan tersebut dapat disempurnakan melalui perubahan perundang-

undangan berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan hewan dengan 

contoh menentukan batasan dari perlakuan yang layak pada hewan yang 

merujuk pada prinsip Lima Kebebasan. Penyempurnaan juga dapat 

dilakukan dengan melakukan perubahan pemberian sanksi pidana, 

administratif maupun denda yang tepat sasaran. Selain itu, bentuk 

pengawasan terhadap standarisasi kebun binatang juga perlu lebih 

diperketat serta perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk 

memberhentikan kegiatan penunggangan Gajah Sumatera di kebun 

binatang seluruh Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan daro analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan saran yang dapat diajukan berupa 

1. Perlu adanya perubahan undang-undang terkait dengan perlindungan 

Kesejahteraan Hewan, khusunya bagi hewan liar yang dilindungi 

termasuk dalam hal ini untuk perlindungan Gajah Sumatera di kebun 

binatang. Perubahan tersebut berupa pemberian sanksi administratif 

berupa pencabutan izin  bagi pengelola kebun binatang dan pengembalian 

satwa liar ke habitat aslinya apabila terbukti secara jelas melakukan 

kegiatan yang melampaui kodrat hewan  tersebut. 

2. Pemerintah mewajibkan adanya asuransi hewan bagi seluruh pengelola 

kebun binatang yang melakukan kegiatan peragaan bagi satwa liar 

dilindungi. Jenis asuransi yang diberikan bukan hanya dalam bentuk 

penanggungan biaya terhadap resiko kematian. Asuransi hewan peliharaan 

dapat menjadi salah satu contoh untuk dikembangkan jenis asuransi untuk 

hewan yang dilindungi. Bentuk resiko yang ditanggung berupa asuransi 

kesehatan hewan yang dilindungi, asuransi kecelakaan, asuransi 



103 
 

penggantian ganti rugi terhadap pihak ketiga akibat tindakan hewan, 

asuransi kehilangan terhadap hewan yang dilindungi, dan asuransi 

pengangkutan/pengembalian hewan yang dilindungi ke alam liar atau 

lembaga konservasi apabila lembaga konservasi tidak dapat bertanggung 

jawab untuk selanjutnya atas hewan tersebut. 

3. Pelarangan kegiatan penunggangan dan peragaan terhadap Gajah 

Sumatera di kebun binatang. Pemerintah, Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK), Persatuan Kebun Binatang Se-Indonesia 

(PKBSI), dan Organisasi yang bergerak dalam perlindungan Gajah 

Sumatera melalukan evaluasi terhadap kegiatan peragaan dan 

penunggangan Gajah Sumatera, yang mana hasilnya berupa pelarangan 

segala kegiatan peragaan dan penunggangan Gajah Sumatera di kebun 

binatang seluruh Indonesia. 

4. Penghentian Pemberian izin pada pengelola kebun binatang untuk 

melalukan peragaan bagi Gajah Sumatera di kebun binatang Indonesia. 

5. Bentuk hiburan yang diberikan kepada pengunjung kebun binatang dapat 

diubah menjadi yang lebih edukatif dan tetap melindungi hak-hak hewan 

itu sendiri. Sebagai contoh, Kebun Binatang Bali Zoo mengadakan 

program Elephant Mud. Program ini berupa edukasi kepada pengunjung 

kebun binatang mengenai kenapa gajah suka bermain lumpur. Gajah 

diberikan kebebasan untuk berkubang di lumpur, sementara pengunjung 

menonton dan diberikan edukasi seputar informasi mengenai mengapa 

gajah suka bermain lumpur. 
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